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MANFAAT JADI REFERENSI

Bismillahi Rahmanir Rahim

Segala puja dan puji syukur bagi Allah SWT, maha pemberi rahmat
kepada seluruh ciptaanya, dan sholawat serta salam ditujukan kepada
Jjunjungan nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad SAW dan keluarga.

Akhimya setelah beberapa bulan proses berjalan, Majalah Vonis edisi
perdana resmi terbit. Dengan segala kekurangannya, jajaran redaksi
bersyukur dan berterimakasih kepada seluruh teman, sahabat, relasi yang
membantu dan mendukungnya.

Majalah ini hadir sebagai alternatif media pemberitaan yang informatif
dan edukatif. Disagjikan dengan independen dan berimbang. Diharapkan
pembaca dapat menambah wawasan dan refrensi khusus tentang hukum
dan politik.

Nama Majalah Vonis, melekat dengan istilah atau kata yang digunakan
dalam bahasa hukum. Vonis yang memiliki arti ‘putusan hakim' dalam
memberikan keputusan hukum yang seadil-adilnya.

lde menerbitkan Majalah Vonis, berasal dari sosok/sahabat yang
dikenal sebagai politisi ulung. la kini juga berkiprah sebagai laywer dengan
memiliki gelar Doktor Hukum bidang pertambangan. Saat ini, Majalah
Vonis berbentuk tampilan digital. Tetapi tidak menutup kemungkinan,
suatu saat dapat disajikan dalam bentuk print atau cetak.

Edisi perdana Majalah Vonis, menyajikan isu utama polemik jabatan
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim. Ujung dari polemik ini,
memunculkan wacana mengusulkan hak interpelasi dari sebagian
anggota DPRD Kaltim. Sejak wacana interpelasi digaungkan, Gubernur
Kaltim menjadi sensitif. Boleh dibilang ‘alergi’ jika lembaga legislatif itu
sampai berhasil menggunakan jurus hak interpelasi itu terhadap sang
gubernur. Alih-alih akhir dari kisruh politik ini, anti klimaks alias usulan hak
interpelasi gagal total.

Redaksi mengangkat perseteruan polemik jabatan Sekdaprov, bukan
untuk menyudutkan figur pemimpin dan juga tidak mendiskreditkan
lembaga diatas. Tetapi justru mengungkap persoalan ini menjadi sebuah
hikmah pelajaran berharga.

Semoga suguhan pemberitaan di Majalah Vonis edisi perdana dan
seterusnya, memiliki manfaat dan menambah wawasan. Selamat
membaca.
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POLEMIK SEKPROV KALTIM

Bagaimana Isran
Batalkan Keppres
Jokowi?

Tahun pertama kepemimpinan Isran Noor;
beberapa hal ikut mewarnai perjalanan mantan
Bupati Kutim tersebut.
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FOKUS UTAMA

VONIS.ID - Satu hal yang hingga
kini belum usai adalah persoalan
Jjabatan Sekprov Kaltim.

Belum jelas, dikarenakan publik
masih mencerna, apakah Sekprov
Kaltim saat ini dijabat Abdullah Sani
ataukah M. Sabani.

Edisi perdana Vonis, tim redaksi

pilih  untuk  mMmembahas terkait
polemik Sekprov Kaltim.
AWAL MULA PERSOALAN

Semua berawal dari 3 nama,
AbdullahSaniimenjabatKepalaDinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu  Satu  Pintw), MSabani
(menjabat Asisten 1 Pemprov Kaltim),
dan M.Aswin (menjabat Kepala Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah).

Tiga nama ini sejak Agustus 2018
telah diserahkan ke Kemendagri
untuk dipilih.  Saat itu, posisi KT 01
masih dijabat AFlI (Awang Faroek
Ishak).

Ketiganya saat itu berpeluang
gantikan posisi Rusmadi, Sekprov
Kaltim yang mengundurkan diri
karena ikut kontestasi Pilgub Kaltim
2018, Posisi  lowong  Rusmadi,
kemudian diisi Meiliana yang dilantik
Gubernur Awang Faroek Ishak (AFI)
menjadi Penjabat Sekprov Kaltim.

Waktu berjalan, pucuk pimpinan
KT 01 berpindah dari AFI ke lIsran
Noor sesuai hasil dari Pilgub Kaltim
2018. Kepala daerah berganti, hasil
pemilihan Sekprov terpilih belum
Jjuga keluar dari Kemendagri.

Hasil belum keluar, Gubernur
paru  Isran  Noor  kemudian
memperpanjang jabatan Meiliana
sebagai Plt Sekprov Kaltim. Itu
dilakukan pada 10 Oktober 2018.

2 November 2018, keluar Keppres
133/ TPAyang menetapkan Abdullah
Sani sebagai Sekprov Kaltim.

Meiliana kemudian pensiun pada
1 Juni 20190.
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DILANTIK MENDAGRI

Mendagri Tjahjo Kumolo, akhirya
melantik Abdullah  Sani  sebagai
Sekprov  Kaltim pada  Selasa
(16/7/2019) di di Ruang Sidang
utama Gedung A, Kemendagri,
Jakarta.

Pelantikan dilakukan 8 bulan usai
keluamya Kepress 133/TPA yang
menetapkan Sani sebagai Sekprov
Kaltim. pada Selasa (16/7/2019).

Dilakukannya pelantikan ini pun
disebut sesuai dengan aturan.
Tepatnya pada Pasal 235 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.

Tercantum bahwa:

‘Kepala daerah mengangkat dan/
atau melantik kepala Perangkat
Daerah hasil seleksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 234 ayat
(4). Dalam hal kepala Daerah
menolak mengangkat dan/atau
melantik kepala Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1, Menteri mengangkat dan/atau
melantik kepala Perangkat Daerah

-

Pelantikan Abdullah Sani oleh Mendagri

saat masih dijabat Tjahjo Kumolo di Jakarta.
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provinsi dan gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat mengangkat dan/
atau melantik kepala Perangkat
Daerah kabupaten/kota’

Mendagri pun sampaikan bahwa
pelantikan yang dilakukan untuk
Abdullah  Sani sebagai Sekretaris
Daerah Kalimantan Timur adalah sah
dan sesuai konstitusi.

‘Tidak  mungkin  membatalkan
Keppres, tidak ada alasan atau
masalah secara prinsip, tidak ada
halangan tetap, semua sesuai
mekanisme yang ada' tegas
Mendagri.

Beberapa hari usai pelantikan itu,
Abdullah Sani masih belum masuk
ke kantor yang seharusnya menjadi
ruang kerja bagi Sekprov.

Dalam  pantuan di  Kantor
Gubernuran, ruang kerja masih
ditempati oleh M.Sabani, sementara
Abdullah  Sani masih  lakukan
pekerjaan di DPMPTSP.

Hal ini ikut terlihat dalam rapat
Badan Anggaran DPRD Kaltim
dengan Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) Kaltim beberapa




FOKUS UTAMA

hari lalu. Diketahui, Ketua tim TAPD
adalah Sekretaris Provinsi.

Dalam agenda itu, justru dihadiri
oleh Muhammad Sabani.

ISU DUGAAN SUAP
ABDULLAH SANI

Meski  Keputusan  Presiden,
berdasarkan  Keppres  133/TPA

tertanggal 2 November 2018 telah
keluar, pelantikan Abdullah Sani
masih urung dilakukan Gubernur
terpilih, Isran Noor.

Bahkan  hingga  pensiunnya
Meiliana pada 1 Juni 2019. Setelah
pensiunnya Meiliana pun,  justru
Sabani yang diposisikan sebagai Plt
Sekprov Kaltim hingga hari ini.

Di proses setelah Keppres 133/
TPA keluar, Isran Noor sempat
lakukan kunjungan ke Kemendagri
terkait persoalan itu. la menyebut
ada beberapa hal yang perlu
dipertimbangkan.

Di balik proses pemilihan Sekprov
tersebut, beberapa isu ikut beredar.
Salah  satunya, dugaan sogok
menyogok yang dilakukan Abdullah
Sani kepada Gubernur Kaltim Isran
Noor.

Isu itu dikeluarkan oleh mantan
Gubernur Kaltim, Awang Faroek
Ishak (AFI) beberapa bulan setelah
ia lengser.

Di1gJanuari 2019, Awang nyatakan
Abdullah Sani berupaya menyuap
Isran  Noor dengan memberikan
uang senilai USD 300 ribu.

Dari pengakuan Awang Faroek,
pemberian uang itu ditolak Isran.

‘Isran bilang, uang saya lebih
banyak daripada kamu," kata Awang
saat itu.

la juga menyesalkan sikap Isran
yang tidak menahan uang tersebut.
Karena uang itu dapat dijadikan bukti
untuk membawa masalah tersebut
di meja hijau.
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Terkait hal itu, Awang bahkan
mengadu kepada KPK perihal
dugaan suap dalam proses seleksi
Sekprov Kaltim.

ABDULLAH SANI
ENGGAN TANDA TANGAN

Tak aktifnya Abdullah Sani sebagai
Sekprov  Kaltim  ikut timbulkan
pertanyaan. Salah satunya terkait
pekerjaannya di Dinas Perizinan
Kaltim. Diketahui, usai tak jadi
menjabat sebagai Sekprov, Sani
bertugas di Dinas Perizinan Kaltim.

Informasi  yang dihimpun tim
redaksi, dari penjelasan pengamat
hukum Unmul, Herdiansyah
Hamzah, Sani yang saat ini menjabat
sebagai Kepala DPMPTSP Kaltim
adalah lakukan kesalahan jika dirinya
lakukan penandatanganan berkas di
dinas perizinan tersebut.

Pasalnya, sesuai aturan dan
juga karena telah dilantik, Abdullah
Sani seharusnya adalah Sekprov
Kaltim definitif. Bagaimana mungkin
seorang Sekprov Kaltim  definitif
yang sudah dilantik Mendagri, justru
bubuhkan tanda tangan di lembaga
perizinan, dengan label sebagai
seorang Kepala Dinas.

Pun demikian dengan M. Sabani
saat ini. Dijelaskan Castro, dengan
telan dilantiknya Abdullah  Sani,
semestinya jabatan Plt.  Sekprov
Kaltim ikut luruh.

‘Soal jabatan Sani dan Sabani saat
ini, keduanya illegal atau tidak sah
secara hukum. Dan konsekuensinya,
semua tindakan yang diambil juga
tidak sah. Tanda tangan keduanya
(Sabani dan Sani) secara administasi,
tentu tidak sah. Karena alas
kewenangannya tidak ada," katanya.

Persoalan ada atau tidaknya tanda
tangan Sani dalam perizinan, tim
redaksi kemudian konfirmasi kepada
salah satu Kabid dilembaga perizinan
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itu. Meski tak bersedia ditulis nama,
sumber yang merupakan seorang
Kabid itu, bersedia berikan informasi.

Dari penjelasan Kabid, muncul
informasi bahwa Abdullah Sani tidak
mau menandatangani perizinan di
lembaga yang dipimpinya itu. Hal ini
tak lepas dari keluarnya Pergub 48
Tahun 2019.

‘Kan ada Pergubnya. Pergub
baru, jadi izin sekarang tandatangan
langsung (ke Gubernun. Itu yang
pertama, yang kedua, mungkin
kemudian ~ada  pembenahan-
pembenahan,” ucapnya.

Lantas, proses perizinan pun juga
dijelaskan dengan adanya Pergub
baru tersebut.

“Jadi check list tetap di DPMPTSP.
Prosesnya, DPMPTSP  periksa,
kemudian naik ke Asisten Il lalu ke
Gubernur. Nah dari Asisten I, itu
maunya ada paraf, jadi check list
diperiksa juga oleh Biro Ekonomi.
Sudah benar atau belum check
list jjinnya. Kan harus lengkap tuh
izinnya, ada ijin lingkungan dan lain-
lain," ucapnya.

Disampaikan pula bahwa Kabid
tersebut bingung dengan kondisi
yang saat ini ada di DPMPTSP.

‘Dari BKD, Kepala memang pak
Sani. Tetapi, untuk surat-surat ke
pusat, misalkan dia (Abdullah Sani)
tanda tangan sebagai Kepala Dinas,
pusat tidak mau. Saya juga bingung,
pak Sani bertindak sebagai Kepala,
ucapnya.

Tim redaksi ikut pertanyakan
apakah Abdullah Sani mau untuk
lakukan  penandatangan  berkas
perizinan. Disampaikan Abdullah
Sani tak mau untuk itu.

‘Dia tidak mau," katanya.

‘Dia kan pintar. Kalau masalah
administrasi  beliau  kan  pintar.
Perjalanan dinas masih di bawah
kendalidia. Tetapi untuk izin langsung
ke Gubernuran," katanya lagi.
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HAK INTERPELASI YANG
TAKJADI

Persoalan hak interpelasi sempat
pula muncul dari kalangan dewan
terkait polemic Sekprov Kaltim. Saat
itu, beberapa fraksi di Karang Paci
munculkan agenda untuk lakukan
hak interpelasi.

Hak interpelasi  dimaksudkan
untuk  mendengarkan penjelasan
Gubernur  Isran  Noor  terkait
keputusannya tak aktifkan Abdullah
Sani sebagai Sekprov definitive.

Bergulir beberapa bulan, justru
antiklimaks yang terjadi. Pasalnya,
di  penghujung tahun 2019,
Dewan justru tak jadi terbitkan hak

interpelasi.
Penolakan atau tidak disetujui
usulan  hak interpelasi  setelah

membahas atau mengkaji dan
meneliti secara norma hukum dan
peraturan yang berlaku.

Alasan itu, dianggap pimpinan
DPRD Kaltim usulan hak interpelasi
tidak memenuhi  syarat formil
dan materil maupun peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Andi Harun, Wakil Ketua DPRD
Kaltim menjelaskan, menurut

hukum usulan hak interpelasi tidak
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memenuhi syarat formil dan materil
Misalnya Keppres 133 TPA/2018
yang resmi.

‘Apakah persoalan kewenangan
gubernur ini memiliki  dampak
luas? Secara administratif semua
berjalan.  Seperti  gaji  lancar,
permohonan perizinan tetap jalan,’
jelas Andi Harun.

ISRAN BAKAL AJUKAN
PEMBATALAN KEPPRES

Setelah tertunda berulang kali,
akhirnya Isran Noor berkesempatan
menjelaskan  secara  langsung
masalah  Sekprov  Kaltim ke
anggota dewan, melalui rapat
kerja bersama Pemprov Kaltim dan
DPRD Kaltim, Rabu (8/1/2020), di
ruang rapat lantai 6, Gedung D,
Kantor DPRD Kaltim.

Rapat kerja berlangsung tertutup,
sejak dimulai pada pukul 13.30 Wita
hingga 16.30 Wita.

Dikonfirmasi terkait penyelesaian
polemik sekprov, Isran Noor enggan
menanggapi banyak pertanyaan dari
awak media.

‘Macam-macam tadi  dibahas,
udah ya," jawab Isran sambil berjalan
menuju lift, meninggalkan lokasi rapat.
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Isran  tak berikan
detail, redaksi
mengkonfirmasi

penjelasan
Diksico kemudian

Muhammad
Samsun, \Wakil Ketua DPRD Kaltim,

terkait pembahasan
Sekprov  Kaltim, selama
berlangsung.

Samsun menjelaskan, Gubernur
Kaltim akan berkoordinasi
dengan pemerintah pusat, untuk
meminta Presiden Joko Widodo
membatalkan Keppres (Keputusan
Presiden) pengangkatan Abdullah
Sani sebagai  sekprov, menjadi
Keppres baru.

‘Dalam waktu dekat akan keluar
SK  sekprov definitif baru. Berarti
presiden akan mencabut Keppres
yang lama, kemudian menerbitkan
Keppres baru," kata Samsun.

Meski begitu, Samsun mengaku
belum mengetahui apakah dalam
usulan gubernur nanti, memasukan
nama berbeda dari Keppres yang
diterbitkan presiden terdahulu, atau
memasukan nama Abdullah Sani
sebagai sekprov definitif.

‘Saya tidak tahu, apakah itu
mengganti, atau orangnya sama
atau beda. Tadi tidak dijelaskan
oleh gubernur dalam pertemuan
tadi. Yang jelas, gubernur akan
mengajukan penerbitan Keppres
baru, ya berarti pergantian kan," jelas
Samsun.

‘Bisa jadi nama baru, bisa jadi
nama lama,” sambungnya.

Samsun  juga  menegaskan,
sebelum  gubernur  melakukan
pengajuan  Keppres baru ke
presiden, pihak pemprov telah
melakukan seleksiinternal, sehingga
mendapatkan nama yang diusulkan

polemik
raker

ke pusat.
‘Sekarang gubernur dalam proses
pengajuan,  pastinya  sebelum

pengajuan, Gubernur Kaltim sudah
melakukan seleksi juga' pungkas
Samsun. ()
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KASUS
PENIKAMAN

DI SAMARINDA
SEBERANG
DIDUGA
BERMOTIF
ASMARA

VONIS.ID - Usai adanya kasus
penikaman yang menewaskan
Jumriansyah (42) di bawah jalur
flyover jembatan kembar, Samarinda
Seberang, Senin (30/12/2019), polisi
langsung melakukan gelar perkara
di lokasi kejadian pada Kamis
(2/1/2020) pukul 14.30 Wita.

Nyaris setengah dari bentang
panjang flyover kala itu telah
dipasang garis polisi.  Petugas
berwajib  berseragam  lengkap
terlihat melakukan pengawasan
ketat,

Mobil Indonesia Automatic Finger
Print Identification System (Inafis)
Polresta Samarinda tiba membawa
Didi Harto (24) untuk melakoni 11
adegan kejadian berdarah tersebut.

Mengenakan baju  berwarna
oranye, bertuliskan ‘Tahanan Polresta
Samarinda bernomor 136 dan
celana jeans pendek serta memakai
penutup wajah dengan tangan yang
terborgol, Didi mulai memerankan
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reka ulang kejadian.

Mula-mula,
membonceng
menggunakan sepada motor dari
arah Jalan Cipto Mangunkusumo
menuju Jalan Bung Tomo. Kemudian
mereka memutar arah, dan menuju

Didli
Imuh  (24)

yang
datang

bagian belakang dari panggung
tempat Jumriansyah melaksanakan
pagelaran musik amal.

Motor saat itu tidak langsung
berhenti, tapi melintas beberapa
meter dahulu  diduga  untuk
memastikan keberadaan  dari
Jumriansyah. Saat melihat
korbannya, Didi lalu  kembali
memutar laju kendaraannya, dengan
posisi motor mengarah ke Jalan
Bung Tomo.

Didi dan Imuh turun. Didi langsung
menghampiri - Jumriansyah  tepat
di samping panggung. Sementara
Imuh  menunggunya di  balik
panggung tak jauh dari kendaraan
roda dua milik Didi.

Korban kala itu diperankan oleh
seorang anggota kepolisian. Ketika
berhadapan, sempat keduanya
terlihat  berkomunikasi,  sejurus
kemudian Didi menancapkan bilah
badiknya ke dada kiri dan rusuk kiri
bagian bawahnya.

Setelah itu, Jumriansyah terlihat
melarikan diri menuju persimpangan

jalan. Didi dibelakangnya terus
mengejar.  Saat  sebelah  kaki
Jumriansyah  menapaki  median

jalan, Didi kembali menancapkan
badiknya di punggung korban.

Merasa cukup melampiaskan
amarahnya, Didi kemudian
memutari  pondasi  flyover dan

bergegas menuju Imuh. Sementara
Jumriansyah terkapar bersimbah
darah tepat di atas aspal.

Ketika berhadapan dengan Imuh
dengan jarak sekitar dua meter, Didi
berteriak ke arah rekannya itu dan
memintanya untuk memutar arah
dari roda dua yang mereka gunakan
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— AKTUAL

menuju Jalan Cipto Mangunkusumo.

Namun permintaan Didi kala
itu ditolak oleh Imuh, hingga
akhirnya tersangka pergi seorang
diri meninggalkan lokasi kejadian.
Semua reka ulang ini dilakoni dalam
11 adegan dengan rentang waktu
berkisar 25 menit.

Kapolresta Samarinda Kombes
Pok Arif Budiman saat dijumpai di
lokasi  kejadian  menuturkan, jika
rekonstruksi  kali ini dilaksanakan
untuk mengetahui pasti rentetan
alur kejadian yang menyebabkan
meninggalnya Jumriansyah.

‘Ini menjelaskan dari mulai awal
kegiatan yang bersangkutan. Jadi
kita sudah mengetahui asal mula
atau dari awal kejadian tersebut
ungkap polisi berpangkat melati tiga
Nl

Sedangkan  untuk  motifnya,
diduga kuat kejadian ini karena
hubungan asmara antara, korban,

tersangka dan istrinya.

‘Motif yang jelas karena dendam
pribadi. Istri  tersangka  masih
kita dalami keterangannya, dan
rencana hari ini akan kita lakukan
pemeriksaan,” bebermnya.

Untuk  status Imuh, Avrif
menegaskan ia hanya berperan
sebagai saksi, lantaran saat reka
ulang adegan tidak terbukti memiliki
keterlibatan dari kasus penikaman
tersebut.

“Yang bersangkutan hanya di
bonceng dan tidak mengetahui
tujuan dari tersangka utama ke
lokasi," tegasnya.

Selain itu, sambung Arif, dari
11 adegan tersebut dan hasil
pemeriksaan lanjutan, terlinat jelas
kalau Didi memang melakukan
pembunuhan berencana terhadap
Jumriansyah.

Jelas ini adalah pembunuhan
berencana,’ terangnya.
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Bahkan, sebelum

kejadian
berdarah itu dilakukan Didi, beberapa
Jjam sebelumnya tersangkan sempat

melakukan komunikasi  terhadap
korban  menggunakan  ponsel
pribadinya di aplikasi Whatsapp.

Yang jelas ada komunikasi
sebelum  kejadian.  Untuk s
percakapannya, saat ini masih kami
dalami lebih lanjut,” tambahnya.

Dari hasil pemeriksaan, rupanya
Didi dan Jumriansyah belum pernah
bertatap muka secara langsung.
Hanya saja, Didi bisa memperoleh
nomor ponsel Jumriansyah dari
orang terdekatnya.

“Tujuannya, va untuk
menyelesaikan  masalah  pribadi
keduanya. Dengan  selesainya

rekonstruksi kali ini, tersangka dijerat
dengan pasal 340 juncto 338 juncto
351 ayat 3 dengan ancaman minimal
15 tahun penjara,” pungkasnya. ()

TAHANAN KABUR HINGGA

Hal ini pun
sebelumnya

DITEMUKAN TEWAS DENGAN <. 12

TANGAN TERBORGOL, POLISI
SEBUT ADA KETELEDORAN

oleh  Kapolsek
Samarinda
eberang

VONISID - Andi Tommy Alun
Samudera  Koleba (21  yang
ditemukan tewas dengan keadaan
tangan terborgol di perairan Sungai
Mahakam, Kelurahan Pendingin,
Kecamatan Sanga-Sanga,
Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar)
pada Senin (6/1/2020) sore lalu
merupakan target operasi (TO) Korps
Bahayangkara atas kasus pidana
pencurian kendaraan bermotor.

VONIS.ID

Kompol  Suko
Widodo.
Namun
dal am
keterangan  lebih  jauh,  saat

dijumpai di ruang kerjanya pada
Rabu (8/1/2020) siang tadi, polisi
berpangkat melati satu ini mengakui

jika saat proses pengamanan,
pihaknya melakukan sedikit
keteledoran.

Yang mana, saat mengamankan
Andi di kediamannya Jalan KH Harun
Nafsi, Gang Idola, RT 16, Kelurahan
Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan

Ilir, polisi berhasil kecolongan hingga
Andi mampu melarikan diri.

“Itu keteledoran kami, seharusnya
tidak bisa lepas saat sudah
diamankan" ucap Suko kepada
awak media.

Jika  merujuk pada Standar
Operasional Prosedur (SOP), kata
Suko, jajaranya telah melengkapi
segalanya. Semisal, adanya arahan
atau pendampingan dari  Kanit
Reskrim Polsek Samarinda Seberang
ketika  dilakukan  pengamanan
terhadap Andi. Kemudian ada
persiapan  barang  pendukung
kegiatan, ketentuan administrasi, dan
Jjuga pelengkapan berkas lainnya.

"Karena saat itu, korban yang
juga merupakan pelaku terlihat
kooperatif, kami akhimya lengah’
ucapnya.

Meski

merasa  kecolongan,
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polisi beberapa waktu setelahnya

langsung ~ menyusun  rencana
pengejaran  dengan  melakukan
penyelidikan terlebih dahulu. Belum
saja proses tersebut dimulai, tiba-
tiba Suko mengaku dikejutkan
dengan kabar penemuan mayat
terborgol yang tidak lain merupakan
Jjenazah Andi.

Suko pun mengaku sempat
dirundung perasaan sedih, terlebih
mengingat istri dari mendiang Andli
tengah dalam kondisi hamil besar,
dan saat ini hanya tinggal menunggu
hari menjelang proses persalinan.

“Yah kami semalam berkunjung
ke rumah duka untuk turut
berbelasungkawa, selain itu kami
Jjuga telah memberikan bantuan tali
asih semoga bisa membantu istri
almarhum,” kata Suko.

Lebih jauh ia menjelaskan, jika
Andi rupanya pada kasus terakhir
berperan sebagai penadah. Hal ini
diketahui dari rekannya bernama
Muhammad Fauzi yang lebih dulu
diamankan polisi, ketika hendak
menjual motor curiannya di kawasan
Pasar Segiri Samarinda pada Jumat

(3/1/2020) siang lalu.

‘Setelah itu  kita langsung
melakukan pengembangan, yang
mana kita dapati identitas korban
ini (Andi) sebagai komplotan
tersangka pertaama (Muhammad
Fauz) vyang berperan sebagai
penadah,” beber Suko.

Berdasarkan hasiltersebut, malam
harinnya polisi langsung melakukan
pengembangan. Dari  balk pinti
rumah bangsal yang di tinggal,
aparat berwajib menemukan Andi
dan Istri bernama Mita (20). Seketika,
Andi langsung diamankan oleh dua
petugas kepolisian berseragam sipil.
Sementara Kanit Reskrim berada
di dalam mobil bersama dengan
Muhammad Fauzi. Kedua lengan
Andi langsung dipasang borgol
Tak lama kemudian, polisi langsung
melakukan penggeledahan.

‘Barang-barang korban saat itu
sudah dikemas seperti siap mau
berpindah. Kita saat itu menemukan
beberapa  barang  kepemilikan
korban curanmor terakhir," jelasnya.

Setelah Andi berhasil diamankan,
petugas langsung bergeser ke ruang

Kapolsek Samarinda
Seberang Kompol Suko
Widodo saat dijumpai
diruang kerjanya pada
Rabu (8/1/2020)

sebelah untuk mencari barang bukti
lainnya. Korban berada di samping
dua petugas. Diduga sudah hafal
lokasi sekitar, Andi kala itu secepat
kilat langsung berlari  menuju
bagian belakang rumah, meloncati
tembok beton setinggi 1.5 meter dan
menghilang di semak-semak rawa.

“Jarak dari tkp pengamanan
menuju sungai itu sekitar 5 kilometer.
Sedangkan jarak menuju rumah
keluarga di Jalan Bung Tomo sekitar
4 kilometer" tambahnya.

Ibarat nasi sudah menjadi bubur,
kini kepergian Andi sudah tidak
bisa lagi dikembalikan. Namun
masih ada yang mengganjal, yakni
tentang penyebab  kematiannya
dan bagaiman kronologis hingga
jenazahnya bisa hanyut hingga ke
kawasan Pendingin.

‘Kami belum memegang hasil dari
autopsi, cuman dugaan sementara,
sepertinya tidak ada unsur tindak
pidana. Sejauh ini, kami juga terus
melakukan koordinasi dengan Polres
Kukar maupun Polsek Sangasanga,’
pungkasnya. ()



OPINI

PERS DAN
KEBEBASAN

SEMU

Dosen Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Pers dan
demokrasi
adalah dua hal
yang saling
bertalian.

ualitas demokrasi dapat
dipotret dari seberapa
esar ruang kebebasan

pers vyang tersedia. Semakin
terjamin  kebebasan pers, kian
maju pula kualitas demokrasi suatu
negara. Demikian pula sebaliknya,
pembungkaman dan pengekangan
terhadap kebebasan pers suatu
negara, pertanda makin buruk pulu
demokrasinya. Pers adalah corong

berpendapat, tempat tuntutan
massa disebarluaskan. Dengan
demikian, membungkam pers,

sama halnya dengan menutup
saluran berpendapat massa. Secara
prinsip kebebasan berpendapat
dilindungi oleh konstitusi.

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945
menyebutkan  secara  eksplisit
bahwa, “Setiap orang berhak atas
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kebebasan berserikat, berkumpul
dan  mengeluarkan  pendapat”
Frase kata yang digunakan adalah
‘setiagp orang’, bukan ‘setiap
warga negara’. Artinya, kebebasan
tersebut diberikan kepada siapapun
tanpa terkecuali, termasuk warga
negara asing yang datang ke
Indonesia sekalipun. Mereka dijamin
kebebasannya untuk berkumpul,
berorganisasi dan berpendapat. Inilah
prinsip pokok dari kemanusiaan,
berlaku secara universal tanpa
dibatasi oleh suku, agama, ras, dan
golongan, termasuk sekat wilayah
suatu negara sekalipun.

Kebebasan berpendapat
tentu saja harus disertai dengan
kebebasan memperoleh informasi
pada saat yang bersamaan.
Termasuk untuk menyebarluaskan
informasi tersebut sebagai bagian
yang tidak terpisahkan. Hal ini
diamanatkan dalam Pasal 28F
UUD 1945 yang menyatakan
bahwa “Setiap orang berhak untuk
berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan
pribadi dan lingkungan sosialnya,
serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan,

mengolah, dan

informasi

menyampaikan
dengan menggunakan
segala jenis saluran yang tersedia”

Hal ini sejalan dengan Pasal
19 Piagam Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang Hak Asasi Manusia,
yang menyebutkan bahwa, “Setiap
orang berhak atas kebebasan
berpendapatdanberekspresi,dalam
hal ini mencakup kebebasan untuk
berpegang teguh pada pendapat

tertentu  tanpa = mendapatkan
gangguan, dan untuk mencari,
menerima, dan menyampaikan

informasi dan ide/gagasan melalui
media apa saja tanpa memandang
batas-batas  wilayah".  Artinya,
kebebasan bependapat dan
berekspresi juga harus ditopang
dengan kebebasan dalam
memperoleh dan menyebarkan
informasi  sekaligus. Ini seperti
rantai simbiosis mutualisme yang
saling membutuhkan. Berpendapat
tanpa informasi yang memadai
akan menjadi hambar, layaknya
sayur tanpa garam. Pun demikian
dengan  sebaliknya, informasi
tanpa kebebasan pendapat, justru
menginterupsi pengetahuan publik.
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EUFORIA KEBEBASAN

Sejak diterbitkannya Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 1999
tentang Pers (UU Pers), yang
menandai berakhimya era rezim
sensor dan  pembungkaman
terhadap pers, banyak vyang
beranggapan bahwa inilah
masa-masa dimana pers
akan memperoleh  kebebasan
sejatinya. Iklim dimana pers bebas
memperoleh dan menyampaikan
informasi tanpa gangguan. Namun
anggapan itu sepertinya ‘salah’
Elemen kebebasan pers itu
nampak tidak diolah dengan sebaik
mungkin oleh negara, meskipun
regulasi yang tersedia nampak
sudah sangat memadai. Lahirnya
UU Pers, tidak boleh dimaknai
sebatas euforia belaka. Sebab
produk regulasi melalui UU Pers
tersebut akan menjadi percuma,
jika tidak ditopang oleh kebijakan
hukum dan politik negara secara
serius. Faktanya, euforia kebebasan
pers pasca pemberlakuan UU Pers,
ternyata tidak berlangsung lama.
Bahkan bisa diibaratkan “api dalam
sekam’, dimana ancaman terhadap
kebebasan pers nampak
tak  terlihat,

begerak ke sini justru kian terasa.

Apa yang nampak terlihat baik-
baik saja, justru menyimpan bom
waktu yang bisa meledak kapan
saja tanpa bisa kita kendalikan.
Lalu lintas kebebasan pers
nampak  baik-baik saja  dari
luar, namun sesunguhnya ada
kerapuhan di dalam. Berdasarkan
data Reporters Sans Frontieres
(RSF) atau Reporters  Without
Borders, sebuah lembaga
pemantau media yang berbasis
di Perancis, pada tahun 2019
Indeks Kebebasan Pers (World
Press Freedom Index) Indonesia
berada di peringkat 124 dari
total 180 negara . Jika peringkat
itu diklasifikasikan dalam zona
warna hijau, kuning dan merah,
maka Indonesia masuk ke dalam
zona merah. Indonesia memang
masih lebih baik dari Filipina (134),
Thailand (136), Nyanmar (138),
Kamboja (143), Singapura (151),
dan Brunei (152). Tapi Indonesia
masih kalah dari Malaysia yang
setingkat berada di atasnya
diperingkat 123, dan bahkan kalah
jauh dari Timor Leste diperingkat
84, yang notabene adalah negara
pecahan Indonesia . Peringkat

indeks kebebasan
pers Indonesia
berdasarkan data
Reporters Sans
Frontieres (RSF)
tersebut, selama 3
(tiga) tahun terakhir,

bahkan cenderung stagnan
alias jalan di tempat tanpa ada
perkembangan yang signifikan.
Peringkat Indonesia

sejak tahun 2017 hingga tahun
2019, ‘konsisten” berada di posisi
124. Inilah situasi krisis yang tengah
dihadapi, dimana negara bisa
dikatatakan ‘gagal’" mencari jalan
keluar dari kebuntuan tersebut.
Dalam pemeringkatan  yang
dilakukan Reporters Sans
Frontieres (RSF) tersebut, terdapat 3
(tiga) aspek yang dijadikan sebagai
tolak ukur dalam menilai kondisi
kebebasan pers suatu negara,
yakni aspek hukum, aspek politik
dan aspek ekonomi. Aspek hukum
menyoroti seberapa besar aspek
regulasi sebuah negara dalam
mendorong iklim kebebasan pers.
Aspek politik menyoroti kebijakan
negara yang berdampak terhadap
kebebasan pers, terutama
terhadap respon atas kasus
kekerasan terhadap jurnalis dan
media. Sedangkan aspek ekonomi
menyoroti variabel ekonomi negara
yang berdampak pada kebebasan
pers, termasuk pula mengenai
kondisi keterpenuhan kebutuhan
hidup layak jurnalis serta jaminan
sosial yang disediakan. Ketiga
aspek tersebut, berlaku secara
kumulatif, bukan secara fakultatif.
Artinya, tidak bisa kita menyebut
negara kita unggul dalam aspek

hukum, tapi justru tertinggal
dalam aspek politik dan ekonomi.
Sebab  ketiga aspek tesebut

saling bersinggungan satu sama
lain. Untuk mendongkrar indeks
kebebasan pers negara kita,
maka ketiga aspek tersebut, yakni
hukum, politik, dan ekonomi, mesti
didorong mengalami peningkatan
pada waktu yang bersamaan.
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KEBEBASAN SEMU

Sekarang mari kita coba periksa
satu persatu penerapan ketiga
aspek yang menjadi  penentu
indeks kebebasan pers tersebut di
Indonesia. Pertama, aspek hukum.
Regulasi masih banyak mengancam
kebebasan pers. Misalnya saja
mengenai  penggunaan Pasal 27
ayat (3 Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 Juncto Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE), yang mengatur
tentang delik pencemaran nama
baik (defamation). Menurut laporan
jaringan  sukarelawan  pembela
kebebasan berekspresi dan hak
digital di Asia Tenggara "Southeast
Asia  Freedom of  Expression
Network” (SAFEnet), antara tahun
2008 hingga bulan Desember Tahun
2018, atau satu dekade setelah
UU ITE disahkan, tercatat ada 245
laporan yang didasarkan pada
undang-undang tersebut . Menurut
SAFEnet. dalam kurung waktu
tersebut, terdapat 16 kasus hukum,
dalam upaya memidana 14 jurnalis
dan 7 media dengan pasal karet UU
ITE . Dan mayoritas laporan dengan
mennggunakan delik pencemaran
nama baik tersebut, justru dilakukan
oleh para pejabat publik, yang
notabene semestinya menjadikan
kritik dan hujatan sebagai bagian
dari konsekuensi logis dari jabatan
yang diembannya. Bukan malah
membalas setiap kritikkan dengan
laporan pencemaran nama baik.

Kedua, aspek politik. Aspek ini
erat kaitannya dengan bagaimana
respon negara terhadap kekerasan
yang dialami oleh pers. Berdasarkan
data Aliansi Jurnalis Independen
(AJD), dalam kurun waktu tahun
2009-2018, terdapat 517 kasus
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kekerasan terhadap jurnalis dan
media. Pada tahun 2018 yang lalu,
terdapat 64 kasus kekerasan yang
dialami oleh jurnalis dalam bentuk
kekerasan fisik, pengusiran hingga
pemidanaan terkait karya jurnalistik
. Artinya, kecenderungan kekerasan
terhadap pers yang terus berulang
setiap  tahunnya,  menandakan
lemahnya respon negara untuk
memberikan jaminan perlindungan
terhadap jurnalis. Kekerasan yang
berulang dan dialami oleh jurnalis
di Indonesia, diduga erat kaitannya
dengan reaksi balik dari orang-orang
yang berkuasa baik secara modal
dan politik, yang merasa terusik
dengan pemberitaan-pemberitaan
para jurnalis tersebut. Anehnya,
negara yang justru seharusnya hadir
dan  memberikan  perlindungan,
jaminan, dan proses penegakan
hukum terhadap kekerasan yang
dialami oleh jurnalis tersebut, justru
malah cenderung permisif.

Ketiga, aspek ekonomi. Salah
satu variabel penting dalam uraian
aspek ini adalah  keterpenuhan
kebutuhan hidup layak pekerja pers.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
Jakarta menetapkan besaran upah
layak jurnalis pemula (bekerja di
bawah 5 tahun) tahun 2019 sebesar
Rp 8420000 . Angka upah layak
tersebut adalah take home pay
atau gaji total setiap bulan yang
seharusnya diperoleh jurnalis. Ada 40
komponen kebutuhan hidup layak
Jjurnalis berdasarkan lima kategori
ditambah alokasi tabungan 10
persen, yang dijadikan perhitungan
oleh AJI. Tuntutan upah layak kepada
pekerja pers ini, belum termasuk
dengan situasi  ketenagakerjaan
di media. Selama tahun 2018
misalnya, Lembaga Bantuan Hukum
(LBH) Pers menangani 11 kasus
ketenagakerjaan di tujuh perusahaan

media. Dari 11 kasus tersebut, 5
kasus terkait masalah ‘senja kala"
media cetak, 1 kasus media online
yang tidak mampu bertahan secara
bisnis, serta 5 kasus pelanggaran
normatif ketenagakerjaan. Kasus-
kasus tersebut melibatkan 22 jurnalis
dan 1 pekerja pers . Artinya, aspek
ekonomi dalam makna kehidupan
ekonomi para pekerja pers serta
dinamika  ketenagakerjaan  yang
dialaminya, juga menjadi faktor
penting dalam menentukan indeks
kebebasan pers suatu negara.
Dengan melihat kondlisi
empirik dan  berdasarkan data
terhadap aspek hukum, politik,
dan ekonomi, yang dijadikan tolak
ukur penentu indeks kebebasan
pers di Indonesia tersebut, maka
rasanya sangat sulit untuk tidak
mengatakan jika Indonesia saat
ini - tengah  menghadapi
kriris kebebasan pers yang
akut. Maka wajar ketika
banyak kalangan yang
menyebut jika kebebasan
pers yang selama ini
dijadikan  jargon  oleh
Pemerintah, tidak
lebih dari
‘kebebasan semu’
belaka.  Begitu
banyak
pekerjaan
rumah
yang harus
diselesaikan
kedepannya,
untuk membangun
iklim kebebasan
pers yang lebih
paik. Dan itu bukan
hanya tanggung jawab

Pemerintah semata.
Namun juga menjadi
bagian dari tugas kita
bersamal!
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Pernah
ditolak

jadi Akabri
hingga
peraih sabuk
hitam karate
jadi salah
satu hal
yang telah
dilakukan
Kepala
Kejaksaan
Tinggi
Kaltim
Chairul
Amin.

VONIS.ID, SAMARINDA -
Diwawancara di ruang kerjanya,
Chairul banyak berujar soal strategi
hingga pengalaman meniti karir.
Pria kelahiran Makassar itu lempar
pbanyak senyum dan sembari tertawa
ketika kisahkan pengalamannya
hingga rencana ke depan dalam
tanggung jawab di Kejati Kaltim.

Berikut petikan wawancara
dengan Chairul Amir:

Bapak kan baru 2 bulan
menjabat Kajati di Kaltim dan
akan menerapkan strategi KOP,
yaitu Konsolidasi, Optimalisasi
dan Public Trust. Apakah sudah
dilakukan ?

“Jadi memang saya sejak dilantik
beberapa bulan yang lalu, mencoba
membuat strategi bernama KOP
di dalam hal memimpin Kejaksaan
Kalimantan Timur. Konsolidasi
bersifat internal dan eksternal.
Optimalisasi untuk semua bidang

yang berada dibawah wewenang
kami, bagaimana bidang yang
ada ini menjadi lebih baik, yang
belum baik menjadi baik. Tentu
dengan adanya konsolidasi dan
optimalisasi ini, sebagaimana tugas
dan fungsi yang kami jalankan itu
bisa membuat kepercayaan bagi
publik kepada kejaksaan, karena
bagaimanapun kami sebagai
pelayan masyarakat, kalau sebagai
pelayan tidak dipercaya kan susah.
Maka dari itu, perlu kita berbuat
dan bekerja itu hasilnya diterima
oleh masyarakat, sehingga timbul
kepercayaan. Dari kepercayaan

itu bisa membuat pekerjaan kita
semakin optimal.”

Kalau dalam konsolidasi di
internal sendiri, apakah ada sistem
yang sudah diterapkan ?

“Untuk konsolidasi internal, sejauh
ini kami sudah lakukan. Pertama,
di awal tugas saya mengumpulkan
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seluruh kepala kejaksaan negeri,
kepala seksi di kejari setempat
dan semua jaksa yang ada di
kejati untuk kemudian saya
menyampaikan bagaimana dia
harus bekerja, mengerjakan
tugas dan fungsinya secara
profesional dibarengi dengan
disiplin yang tinggi dan
tentunya meningkatkan
integritas moral. Tiga modal ini
kami sampaikan kepada seluruh
kejaksaan sebagai modal
sekaligus mengukur apakah kita
berhasil melaksanakan tugas
dan fungsi sebagai pelayan
masyarakat di bidang hukum.”

“Profesional tentu semua
masing-masing bidang, sampai
tukang sapu juga, dia harus
menyapu dan membersihkan
dengan baik secara profesional,

sampai pada tugas pokok
penuntutan yang melakukan
tugasnya, dimana tidak ada
hal-hal yang dinilai masyarakat
tidak profesional, artinya nilai
keadilannya, kepastian hukum,
kemanfaatannya. ltulah ukuran
bahwa dia profesional atau
tidak. Apakah tepat dalam
penuntutannya, tidak ada
rekayasa, secara keilmuan bisa
diuji bahwa tuntutannya itu
dilakukan secara profesional di
semua bidang, pidsus, pidum,
perdatun, intelijen, sumber daya
mManusia, bidang pengawasan.”

“Kedua disiplin, bukan hanya
jam kantor, tapi semua. Disiplin
bekerja, berpakaian, bertingkah
laku, menjalankan fungsi
masing-masing bidang dan
pelayanan kepada masyarakat.

4

Independen dan

Misal, kalau ada penuntutan, jika
bisa diselesaikan satu hari, harus
diselesaikan, jangan beralasan
pribadi segala macam untuk
menunda itu. Setiap senin kita
ada apel pagi, tiap jum’at pagi
ada senam, ini juga disiplin yang
coba kita bangun.”

“Ketiga, integritas yang
tidak kalah penting. Dengan
menjaga integritas ini, apalagi
kejaksaan yang menegakkan
hukum, sebagai pemberi solusi
persoalan hukum jangan
sampai menjadi masalah.”

Pengalaman selama di
kejaksaan, apakah pernah ada
indikasi masalah integritas ?

“Integritas ini sangat penting.
Saya sudah membentuk
tim saber pungli. Contohnya

A
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“Profesional tentu
semua masing-masing
bidang, sampai

tukang sapu juga, dia
harus menyapu dan
membersihkan dengan
baik secara profesional,
sampai pada tugas
pokok penuntutan yang
melakukan tugasnya,
dimana tidak ada
hal-hal yang dinilai
masyarakat tidak
profesional, artinya
nilai keadilannya,
kepastian hukum,
kemanfaatannya.

ketika ada penerimaan

CPNS di kejaksaan, tim itu

kita perintahkan, bagaimana
pelaksanaan penerimaan
pegawai tidak ada sama sekali
indikasi, baik dari internal

kita maupun oknum yang
mengatasnamakan kejaksaan
untuk dipantau. Tim ini
dipimpin langsung oleh asisten
pengawasan.”

“Program yang sedang
berjalan juga saat ini, setiap hari
Selasa setelah shalat dzuhur ada
ceramah di masjid untuk semua
pegawai.”

Program itu baru ada di era
kepemimpinan anda, atau
sudah ada sebelumnya ?

“Mungkin sudah pernah
ada sebelumnya tapi kita lebih
intensifkan.”

Bisa dijelaskan, dari
ceraham agama ini melihat
sisi moral pegawai, menurut
keyakinan anda bagaimana,
apakah ada pengaruhnya
dengan integritas ?
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“Memang tidak bisa diukur
langsung, tapi saya sangat
yakin kita semua punya nur ilahi
di dalam diri setiap manusia.
Harus sering disadarkan, ini
sebagai upaya penyadaran bagi
semua, tidak hanya pegawali,
siapapun yang shalat disitu.
Nur ilahi ini perlu di dengar,
diberikan pedoman, karena
bagaimanapun juga apa yang
kita lakukan ini pasti akan
dimintai pertanggungjawalban,
kalau tidak di dunia pasti di
akhirat. Intinya supaya kita
meluruskan niat karena Allah
SWT, maka semua pekerjaan
akan bernilai ibadah. Harus
pandai bersyukur, kalau itu ada
maka akan ditambah nikmat
kita."

Di Kaltim sendiri, adakah
permasalahan yang
membedakan dengan
daerah lain seperti di daerah
lain, dimana anda pernah
menjabat di Kajaksaan?

“Semua persoalan hukum
masih sama dengan provinsi
lain, ada narkotika, korupsi,
pidana umum. Tetapi kalau
di Kaltim ini identik dengan
hutan dan tambang, maka saya
sebagai Kepala Kejati mencoba
lebih memprioritaskan masalah
itu.”

Ada informasi dulu pernah
tidak lulus tes Akademi
Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia (AKABRI), apakah
betul ?

“Wah sudah lama sekali
itu, jadi dulu memang punya
cita-cita menjadi tentara.
Bersama kawan-kawan coba
mendaftar di Makassar, tapi
ya nasib berkata lain, gugur
dan tidak sampai dikirim ke
Magelang. Karena tidak lulus,
saya melanjutkan ke perguruan
tinggi, tahun 85 mulai, lulus
tahun 90. Ketika lulus kuliah,

bertepatan ada penerimaan
di kejaksaan. Pada saat itu
kantornya setiap hari saya lewati
kalau mau ke kampus, waktu
itu tidak tau kalau ada pegawai
yang pakai pangkat-pangkat
begitu, jadi saya coba daftar.
Lolos sampai tes di Jakarta,
mulai tes akademik, kesehatan,
olahraga, psikotes, wawancara
selama 3 bulan, akhirnya saya
berhasil menjadi pegawai negeri
sipil”

Kalau disuruh memilih,
mau jadi BBRI atau Kepala
Kejaksaan ?

“Ya kita syukuri yang ada
sekarang, tidak jadi di AKABR],
Alhamdulillah dikasih disini
(Kajati).”

“Saya waktu masih sekolah,
ketika mau masuk AKABRI
memang sudah persiapan,
kalau kata orang kalau mau
masuk ABRI harus bisa bela
diri, ikut lah saya karate di SMA1
Makassar, namanya perguruan
Gojukai. Kalau di karate
sekarang saya tingkatan Dan 4
(sabuk hitam).”

“Setelah lulus SMA, tidak
masuk di AKABRI, di kampus
Unhas malah karate menjadi
salah satu mata kuliah,
bisa dikatakan kampus
mengakomodirlah hobi kami
di bela diri. Dari karate itu saya
bisa dapat beasiswa prestasi
karena sempat juara, mewakili
universitas dalam berbagai
event, termasuk kejuaraan
nasional piala presiden mewakili
provinsi Sulawesi Selatan. ltu
semua ternyata tidak sia-sia.
Ketika saya terakhir wawancara
di kejaksaan, yang paling banyak
dipertanyakan adalah kejuaraan
karate itu, yang dianggap ada
nilai lebih. Tidak diduga, yang
tadi disiapkan untuk masuk
AKABRI ternyata menjadi modal
untuk lulus di kejaksaan.”
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